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PUTUSAN
Nomor 904/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Fl

A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat tanggal lahir di Bekasi 02 Septemberl974, Umur 43
Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan
Terakhir SD, Tinggal di ALAMAT , Jawa Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada AHMAD FARHAN QODUMI. S.Sy dan
BAYU ILHAM KUNCORO,SH Advokat/Penasehat Hukum,
Berkantor pada kantor Hukum BIK & PARTNERS yang
beralamat di Kp Cikedokan, RT/RW 004/011, Des Sukadanau,
Kec Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Berdasarkan Surat
kuasa Khusus No: 18/KH.BIK/SK/I11/2018 Tertanggal 17 April

2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan
TERMOHON , Tempat Tanggal Lahir di Jakarta 14 Juli 1956, Umur 60 tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir MA (MADRASAH ALIYAH),
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di ALAMAT ,
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
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18 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Nomor  904/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 18-04-2018 telah mengaju-kan

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,
sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor 497/38/VII/1995,
tertanggal 07 Juli 1995.

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di
rumah brsama bertempat tinggal di ALAMAT .

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak bernama
3.1. ANAK |, umur 20 tahun;

3.2. ANAK I, Umur 8 tahun

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah
tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan desember
2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan
tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus disebabkan karena:

4.1 Termohon sudah tidak taat dan patuh srta tidak mau melayani
pemohon sebagai suami.

4.2 Bahwa pernikahan pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua
termohon, sehingga orang tua termohon selalu acuh terhadap pemohon
sampai saat ini, pemohon merasa tidak dianggap sebagai menantu
oleh orang tua termohon

4.3 Termohon dan pemohon selalu cekcok dalam menyelesaikan masalah
rumah tangga sehingga termohon meminta cerai dan meminta di
pulangkan ke rumah orang tuanya.

4.4 Pemohon dan termohon sudah sering berbeda pendapat yang tidak

ada penyelesainya.
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5 Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah

tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan maret 2016 dan
sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah sampai
saat ini dan pemohon sudah tidak sanggup melihat prilaku istri dan
pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga ini serta ingin berpisah
dengan termohon.

6 Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh
Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta
untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
tidak mungkin dapat terwujud;

7 Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat
dipertahankan dan pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah
tangga dengan termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat
bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas,

Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang C/g. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk

hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir dimuka sidang, sementara Termohon tidak pernah  hadir
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dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah)

sesuai relaas panggilan Termohon Nomor  904/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal
26 April 2018, tanggal 9 Mei 2018, dan tanggal 24 Mei 2018, dan tidak

ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar
rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun Pemohon tetap pada
permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah

hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,
Pemnohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/38/VIl/1995 yang dikeluarkan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, tanggal 7

Juli 1995 , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas
Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai
berikut :

I. SAKSI |, umur 28tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di ALAMAT ;
Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan
selaku adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah
tinggal bersama di ALAMAT , dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan
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tidak mau melayani Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering

selisih paham dalm urusan rumah tangga ;

- Bahwa sejak Maret 2016 Termohon antara Pemohon dan Termohon pisah
rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak
namun tidak berhasil ;

IIl. SAKSI Il , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di
muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara
perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai
saudara sepupu Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah
tinggal bersama di  ALAMAT , dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak ;

- Bahwa sejak Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan
tidak mau melayani Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering
selisih paham dalm urusan rumah tangga ;

- Bahwa sejak Maret 2016 Termohon antara Pemohon dan Termohon pisah

rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak
namun tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,
Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang
pada pokoknya tetap pada permohonannya, sudah tidak akan mengajukan

suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan

ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas
menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan
Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama
Cikarang yang tidak ada bantahan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1)
hurup a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan
perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7
Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha
damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa
dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir di muka sidang,
dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai

suami istri dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis
menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena
sejak Desember 2009 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi kemudian sejak Maret 2016 pisah rumah tidak pernah ada
komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup
(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal

permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis
menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara

Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau patuh dan
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tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya, Perikahan Pemohon dan

Termohon tidak disetujui orang tua Termohon sehingga Pemohon tidak
dianggap sebagai menantu orang tua Termohon, adanya perbedaan prinsip
antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga sehingga Termohon
sering minta cerai pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon
tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil
Permohonan Pemohon telah terbukti sehingga dapat dinyatakan telah menjadi
dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal
adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun
oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas
dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah
benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab

perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-
saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah dan dapat

diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan
Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan
yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk

mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama
Samin bin Gedu dan Nurdin bin Nalin telah memberikan keterangan secara
terpisah di muka siding di bawah sumpahnya bahwa sejak Desember 2009
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan
Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon, antara Pemohon dan

Termohon sering selisih paham dalm urusan rumah tangga, dan sejak Maret
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2016 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi

layaknya suami istri, kedua pihak telah dirukunkan namun tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon

terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak
keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak
berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang
menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh
Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 7 tahun
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah
sejak Maret 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya
suami sitri lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah,
dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken
marriage ) Yyang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali
sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor
1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan
Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul
sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan
Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
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dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian
dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah

tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat
Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup
jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun

1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah

dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang
permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka
sesuai pasal 125, 126 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon

(verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 4 Juni
2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari
H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta
Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh
Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal
Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh  Pemohon dan

Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd
H. Muhsin, SH.
Hakim Anggota |, Hakim Anggota Il,
ttd ttd
Hj. Asmawati, SH.MH. Muhammad Arif, S.Ag.M.SlI.

Panitera Pengganti,
ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-
Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
.......................... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.
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